
Yang terhormat, 
1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia 
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 
4. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia 

 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR HK.03.03/MENKES/704/2016 

TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 53 TAHUN 2016 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 284/MENKES/PER/III/2007 TENTANG APOTEK RAKYAT  

 
Dalam rangka penataan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek 
Rakyat yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. 

Surat Edaran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap 
pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 
tentang Apotek Rakyat. 

Mengingat ketentuan: 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 
Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3781); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);  

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang 
Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang 
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang 
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar 
Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Apotek; dan 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1508); 
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Bersama ini disampaikan sebagai berikut: 
1. Izin Apotek Rakyat yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat harus 
menyesuaikan perizinannya menjadi Apotek sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat 
diundangkan. 

2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan 
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 
Apotik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 
Izin Apotik. 

3. Dalam hal Apotek Rakyat tidak dapat menyesuaikan perizinannya menjadi 
Apotek sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Apotek Rakyat dapat 
menyesuaikan perizinannya menjadi Toko Obat/Pedagang Eceran Obat 
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
167/KAB/B.VIII/1972 tentang  Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
167/KAB/B.VIII/1972 tentang  Pedagang Eceran Obat paling lama 6 (enam) 
bulan sejak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 
tentang Apotek Rakyat diundangkan. 

4. Untuk Apotek Rakyat yang melakukan penyesuaian perizinan menjadi Toko 
Obat/Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka 
semua obat keras dan dokumentasi pelayanan kefarmasian harus dilimpahkan 
kepada Apotek lain berdasarkan Berita Acara Penyerahan yang diketahui oleh 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
 

  

5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat dilakukan oleh Menteri, Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan organisasi 
profesi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 

 
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 2016 

 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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NILA FARID MOELOEK 


